
  

 

 
 
 

 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR  79 TAHUN  2012 

TENTANG 

 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

 
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta secara lebih efektif, efisien dan 
akuntabel;  

b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah 
Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 841/994/KEUDA tanggal 14 
September 2012 perihal Penganggaran Kesejahteraan Pegawai 
dan TPP Guru Bersertifikasi, maka perlu mengubah ketentuan 
dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah 
Kota Yogyakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 859); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 



  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 

9. Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D); 

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai;  

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta  

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 008 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah 

Pemerintah Kota Yogyakarta; 



  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 

TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 
diubah sebagai berikut :  
 

1. Ketentuan Pasal 14 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 
 

(1) Upah Naban diberikan sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) 
Yogyakarta. 

(2) Bagi NABAN yang memiliki pendidikan diploma, sarjana secara profesi dan 
formasi dibutuhkan SKPD tertentu upah dapat melebihi UMK atas izin 
Walikota. 
 

2. Pasal 16 dihapus.  

Pasal II 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal : 20 Desember 2012 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

  

                  ttd 

 

HARYADI SUYUTI 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal : 20 Desember 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

Ttd 

 

TITIK SULASTRI 

 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2012 NOMOR   79           . 



  

 

 


